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22RE~

BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KAI;IMANTAN TENGAII

PERATURAN DAERAII KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 3 TAIIUN 2021

TENTAVG

PENATAAN DESA

DERTGAN RAIIMAT TUIIAN YANG MAIIA ESA

BUPATI SUKAMARA,

Menimbang    :   a.   bahwa    penataan    Desa    bertujuan    untuk    mewujudkan
efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat
peningkatan   kesejahteraan   masyarakat   desa   dan   kualitas
pelayanan  publik  serta  meningkatkan  kualitas  tata  kelola
pemerintahan Desa dan daya saing Desa;

b.   bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  3  Peraturan  Menteri
Dalam   Negeri Nomor  1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa
menyatakan  penataan  desa  ditetapkan  dengan  Peraturan
Daerah;

c.   bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana   dimaksud
pada  huruf  a  dan  huruf  b,  perlu  menetapkan  Peraturan
Daerah tentang Penataan Desa;

Mengingat       :    1.   Pasal   18   ayat  (6)   Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002  tentang Pembentukan
Kabupaten     Katingan,     Kabupaten     Seruyan,     Kabupaten
Sukamara,  Kabupaten  Lamandau,  Kabupaten  Gunung  mas,
Kabupaten   Pulang   Pisau,   Kabupaten   Murung   Raya   dan
Kabupaten   Barito   Timur   di   Provinsi   Kalimantan   Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor  18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;

3.   Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan
Peraturan   Perundang-undangan   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2011  Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) ;

4.   Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  7,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

5.   Undang-Undang   Nomor       23       Tahun       2014       tentang
Pemerintahan       Daerah      (Lembaran      Negara      Republik
Indonesia  Tahun   2014   Nomor   244,   Tambahan   Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)  sebagaimana  telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor    23    Tahun    2014    tentang    Pemerintahan    Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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6.   Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123,  Tambahan  I.embaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah    Nomor    43    Tahun    2014    tentang    Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(I+embaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2019  Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;

7.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 155);

Dengan Persetutuan Bersama

DEWAN PERWAKIIiAN RAKYAT DAERAII
KABUPATEN SUKAMARA

DAN

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSEEN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA.

BAII
KETENTUAN UMUM

Paed 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1 . Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah   Daerah   adalah   kepala   daerah   sebagai   unsur

penyelenggara      Pemerintahan      Daerah      yang      memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan
daerah otonom Bupati adalah Bupati Sukamara.

3. Dewan   Perwakilan   Rakyat  Daerah  yang   selanjutnya  disebut
DPRD   adalah   Dewan   Perwakilan   Rakyat  Daerah   Kabupaten
Sukamara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Pemerintahan      Daerah     adalah     penyelenggaraan     urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan`           pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan
prakarsa masyarakat,  hak asal usul,  dan/atau hak tradisional
yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan       Desa      adalah       penyelenggaraan      urusan
pemerintahan   dan   kepentingan   masyarakat   setempat   dalaln
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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7. Pemerintah  Desa  adalah  Kepala  Desa  dibantu  perangkat  Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Peraturan  Daerah  Kabupaten  yang  selanjutnya  disebut  Perda
adalah   peraturan   perundang-undangan   yang   dibentuk   oleh
DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

9. Kepala Desa adalah pejabat yang mempunyai wewenang,  tugas
dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya
dan   melaksanakan   tugas   dari   pemerintah   dan   Pemerintah
Daerah.

10. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh
Bupati dari Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas, hak
dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa  dalam kemm waktu
tertentu.

11. Badan  Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD
adalah  lembaga yang melaksanakan  fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Peraturan  Desa  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang
ditetapkan  oleh  Kepala  Desa  setelah  dibahas  dan  disepakati
bersama Badan  Permusyawaratan  Desa,  diakui  keberadaannya
dan    mempunyai    kekuatan    hukum    mengikat    sepanjang
diperintahkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih
tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah
Desa,  dan  unsur  masyarakat  yang  diselenggarakan  oleh  BPD
untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.

14. Penataan   Desa  adalah  tindakan  menata  wilayah  desa  yang
meliputi    pembentukan,    penghapusan,    penggabungan,    dan
perubahan status.

15. Pembentukan Desa adalah  tindakan mengadakan desa baru di
luar desa yang ada.

16. Penghapusan  Desa  adalah  tindahan  menghapus  desa  karena
bencana  alam  dan/atau  kepentingan  program  nasional  yang
strategis.

17. Penggabungan Desa adalah tindakan menggabungkan beberapa
Desa menjadi 1 (satu) Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa
yang bersangkutan.

18. Perubahan  status  desa  adalah  perubahan  dari  desa  menjadi
Kelurahan atau perubahan kelurahan menjadi desa.

19. Desa  persiapan  adalah  bagian  dari  satu  atau  lebih  desa yang
bersanding  yang  dipersiapkan  untuk  dibentuk  menjadi  desa
baru.

BJne 11
KEWENANGAN, TUOuAN DAN JENIS PENATAAN DESA

Fhsal 2

( 1)  Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan desa berdasarkan
hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)  Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bertujuan:
a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;



-4-

c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
d. meningkathan kualitas tata kelola pemerintahan desa; dan
e. meningkatkan daya saing Desa.

(3)  Jenis penataan Desa meliputi:
a. pembentukan Desa;
b. penghapusan Desa;
c. penggabungan Desa; dan
d. perubahan status Desa.

Prd3
( 1)  Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.
(2)  Peraturan  Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  paling

sedikit memuat:
a.   mama Desa/Kelurahan lama dan baru;
b.   nomor kode Desa/Kelurahan yang lama;
c.   jumlah penduduk;
d.   Iuas wilayah;
e.   cakupan wilayah keria Desa baru; dan
f.    peta batas wilayah Desa/Kelurahan baru.

BAD Ill
PEMBENTUKAN DrsA

Bagian Kecatu
Jenis Pembentuhan Desa

Paed 4

( 1)  Pembentukan Desa dapat berupa:
a.   pemekaran  dari  1  (satu)  Desa  menjadi  2  (dua)  Desa  atau

lebih;
b.   penggabungan   bagian   Desa   dari   Desa   yang   bersanding

menjadi 1 (satu) Desa; dan
c.   penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

(2)  Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan hunif b dilaksanakan melalui Desa persiapan.

(3)  Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Syarat Pembentul=an Desa

Pasal 5

( 1)  Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:
a. batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung

sejak pembentukan;
b. jumlah penduduk paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa

atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
c. wilayah keq.a yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
d. sosial  budaya  yang  dapat  menciptakan  kerukunan  hidup

bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
e. memiliki potensi yang meliputi sumberdaya alam, sumberdaya

manusia dan sumberdaya ekonomi pendukung;
f.  batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa

yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
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9. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan
publik;

h.tersedianya    dana    operasional,    penghasilan    tetap,    dan
tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintahan Desa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan

i.  cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun.
(2)  Persyaratan  pembentukan  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada

ayat (1) terdiri atas 3 jenis persyaratan, meliputi:
a. Persyaratan administratif;
b. Persyaratan teknis; dan
c. Persyaratan fisik kewilayahan.

Paed 6

(1)  Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) huruf a adalah:
a. untuk pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau

lebih, meliputi:
1)   hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
2)   berita    acara    hasil    musyawarah    Desa    dan    notulen

musyawarah Desa yang ditandatangani oleh  Kepala Desa
dan BPD; dan

3)   keputusan Kepala Desa induk tentang usulan pemekaran
Desa.

b. untuk penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding
menjadi 1 (satu) Desa, meliputi:
1)   hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa;
2)   berita    acara    hasil    musyawarah    Desa    dan    notulen

musyawarah  Desa dari masing-masing Desa yang bagian
wilayahnya digabung menjadi cakupan wilayah Desa baru
yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan
BPD; dan

3)   keputusan     Kepala     Desa     induk     tentang     usulan
pembentukan  Desa  melalui  penggabungan  bagian  Desa
dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa.

(2)  Format   evaluasi   tingkat   perkembangan   pemerintahan   Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf b,  berupa dokumen  hasil kajian  dan verifikasi  Pemerintah
Daerah terhadap indikator yang meliputi:
a. jumlah  penduduk  Desa  bani  paling  sedikit  1.500  (seribu  lima

ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
b. wilayah kelja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
c.  sosial   budaya   yang   dapat   menciptakan   kerukunan   hidup

bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
d. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya

manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung; dan
e.  tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, tunjangan dan

penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan perangkat Desa
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 8

(1)  Persyaratan  fisik  kewilayahan   sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
a. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun;
b. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa

yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
c. Iokasi pusat Pemerintahan Desa;
d. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan

publik; dan
e. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung

sejak pembentukan.
(2)  Ketentuan    lebih    lanjut    mengenai    cakupan    wilayah    Desa

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a,  diatur  dalam
Peraturan  Bupati  dengan  mempertimbangkan  asal  usul,  adat
istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembentul=an Desa

Paed 9

( 1 )  Pemerintah Daerah dapat memprakarsai pembentukan Desa.
(2)  Pembentukan   desa   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1),

dilakukan pembahasan oleh Bupati bersama Kepala Desa.
(3)  Apabila hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

telah disepakati, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang
pembentukan Desa melalui pemekaran Desa atau penggabungan
bagian Desa.

(4)  Pemerintah  Daerah  melakukan  sosialisasi  rencana  pemekaran
Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang
bersangkutan    atau    rencana    pembentukan    Desa    melalui
penggabungan   bagian   Desa   kepada   Pemerintah   Desa   dan
masyarakat Desa yang bagian Desanya digabung.

Paed 10

( 1)  BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan
kesepakatan  masyarakat  Desa terhadap  rencana  pembentukan
Desa melalui pemekaran Desa berdasarkan prakarsa Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2)  Hasil  kesepakatan  musyawarah  Desa  sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (1)  dituangkan  dalam  berita  acara  dan  dilengkapi
dengan notulen musyawarah Desa.

(3)  Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menjadi bahan penetapan keputusan Kepala Desa tentang
persetujuan pemekaran Desa.

(4)  Kepala   Desa   mengusulkan   secara   tertulis   pemekaran   Desa
kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan berita acara
musyawarah Desa dan keputusan Kepala Desa.
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Pasal 1 1

(1)  BPD   masing-masing   Desa   yang   bagian   Desanya   digabung
menyelenggarakan   musyawarah    Desa   untuk   mendapatkan
kesepakatan  masyarakat Desa terhadap  rencana pembentukan
Desa melalui penggabungan bagian Desa berdasarkan prakarsa
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2)  Hasil  kesepakatan  musyawarah  Desa  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan dilengkapi
notulen musyawarah Desa.

(3)  Berita  acara  hasil  musyawarah  Desa  sebagaimana    dimaksud
pada ayat (2) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan
bagian    Desa    dalam    bentuk    keputusan    bersama    yang
ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.

(4)  Para  Kepala  Desa  secara  bersama-sama  mengusulkan  secara
tertulis penggabungan bagian desa kepada Bupati melalui Camat
dengan   melampirkan   berita   acara   musyawarah   Desa   dan
keputusan bersama Kepala Desa.

Fhsal 12

(1)  Bupati   setelah   menerima   usulan   Kepala   Desa   sebagaimana
dimaksud   dalam   Pasal   9   ayat   (4)   dan   Pasal   10   ayat   (4),
menetapkan membentuk tim pembentukan desa persiapan yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2)  Tim pembentukan desa persiapan  sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
a. unsur  Pemerintah  Daerah  yang  membidangi  pemerintahan,

pemberdayaan      masyarakat      dan      desa,      perencanaan
pembangunan   Daerah,       peraturan   perundang-undangan,
dan unsur perangkat Daerah terkait lainnya;

b. Carat; dan
c. unsur   akademisi   di   bidang   pemerintahan,    perencanaan

pengembangan      wilayah,      pembangunan,      dan      sosial
kemasyarakatan.

(3)  Tim  pembentukan  desa  persiapan  bertugas  melakukan  kajian
dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan  sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paed 18

(1)  Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa persiapan oleh tim
pembentukan  Desa  persiapan   dituangkan   ke  dalam  bentuk
rekomendasi  yang  menyatakan  layak-tidaknya  dibentuk  Desa
persiapan dan disampaikan kepada Bupati.

(2)  Rekomendasi  yang  menyatakan  layak  sebagaimana  dimaksud
pada   ayat   (1),   menjadi   bahan   pertimbangan   Bupati   untuk
melakukan pemekaran Desa.

(3)  Dalam    hal    Bupati    menyetujui    pemekaran    Desa,    Bupati
menetapkan   Peraturan   Bupati   tentang   Pembentukan   Desa
Persiapan.

(4)  Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (3)   kepada  Gubemur  untuk  mendapatkan   surat
Gubemur yang memuat kode register Desa persiapan.
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(5)  Bupati   meresmikan   pembentukan   Desa   persiapan   sekaligus
mengangkat penjabat Kepala Desa persiapan berdasarkan surat
Gubemur sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 14

(1)  Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  13 ayat (5)
merupakan bagian dari wilayah Desa induk.

(2)  Desa  persiapan   dapat  ditingkatkan   statusnya  menjadi   Desa
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan
sebagai Desa persiapan.

Pasal 15

(1)  Dalam  melaksanakan  tugas  penjabat  Kepala  Desa  persiapan
menyusun rencana kelja pembangunan Desa persiapan dengan
mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa persiapan.

(2)  Rencana kelja pembangunan Desa persiapan yang telah disusun
disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan
penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
induk   sebagai   bagian   kebutuhan   anggaran   belanja   Desa
persiapan.

(3)  Pen].abat Kepala Desa persiapan  ikut  serta dalam  pembahasan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.

(4)  Dalam   hal   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Desa   induk
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap
anggaran   Desa   persiapan   yang   bersumber   dari   Anggaran
Pendapatan     dan     Belanja     Desa     induk,     pengelolaannya
dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa persiapan.

(5)  Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2),   Desa   Persiapan  mendapatkan   alokasi   biaya   operasional
paling  banyak  300/o   (tiga  puluh  per  seratus)   dari  Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Desa induk  sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(6)  Anggaran pembangunan  sarana dan prasarana Desa Persiapan
yang  tidak  mampu  dibiayai  oleh  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja  Desa  induk  dibebankan  kepada  Anggaran  Pendapatan
dan   Belanja   Daerah   Kabupaten   dan   dapat   dibiayai   oleh
Pemerintah Daerah FTovinsi dan pemerintah pusat.

(7)  Anggaran pembangunan  sarana dan  prasarana Desa Persiapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.

Pasal 16

(1)  Penjabat    Kepala    Desa    persiapan    bertugas    melaksanakan
pembentukan Desa persiapan meliputi:
a.   penetapan   batas   wilayah   Desa   sesuai   dengan   kaidah

kartografis;
b.   pengelolaan   anggaran   operasional   Desa   persiapan   yang

bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan   dan  Belanja  Desa
induk;

c.   pembentukan struktur organisasi;
d.   pengangkatan perangkat Desa;
e.   penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
f.    pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
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9.   pendataan     bidang     kependudukan,     potensi
inventarisasi    pertanahan    serta    pengembangan
_ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan

h.  pembukaan akses perhubungan antar-Desa.

ekonomi,
sarana

(2)  Penjabat   Kepala  Desa  persiapan   bertanggung  jawab   kepada
Bupati melalui Kepala Desa induknya.

(3)  Penjabat   Kepala   Desa   persiapan   melaporkan   perkembangan
pelaksanaan  Desa  persiap_an  secara  berkala  a.etiap  6  (enam)
bulan sekali kepada:
a.   Bupati melalui camat;
b.   Kepala Desa induk.

(4)  Laporan    penjabat   Kepala   Desa   persiapan    terkait   dengan
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ).

Pasal 17

( 1)  Bupati melainikan kajian dan verifiikasi terhadap laporan berkala
penjabat Kepala Desa Persiapan  sebagaimana dimaksud  dalam
Pasal 16 ayat (3).

(2)  Dalam    inelaksanakan    kajian    dan    verifikasi    sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (1),    Bupati   membentuk   tim   penilai
k.elayakan   Desa  persiapan   menjadi   Desa  dengan   keputusan
Bupati yang paling sedikit terdiri alas:
a. unsur  perangkat   Daerah  yang  membidangi   pemerintahan,

pemberddyaari     riasyalck-a-i,     per-ericanaari     Peribangtirian
Daerah dan peraturan perundang-undangan;

b. Camat setempat; dan
c. unsur   akademisi   di   bidang   pemerintahan,    perencanaan

pengembangan      wilayah,      pembangunan,      dan      sosial
kemasyarakatan.

(3)  Jumlah Junsur  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  c
disesuaikan   dengan   kebutuhan   dan   kemampuan   keuangan
Daerch.

(4)  Tim  penilai  kelayakan  Desa  persiapan  menjadi  Desa  bertugas
melakukan   kajian   dan   verifikasi   kelayakan   Desa   persiapan
ditetapkan menjadi Desa.

(5)  Hasil pelaksanaan  tugas  tim  penilai kelayakan  Desa persiapan
menjadi  Desa  dituangkan  ke  dalam  bentuk  rekomendasi  yang
menyatakan layak-tidaknya Desa persiapan ditetapkan menjadi
Desa.

(6)  Apabila  hasil  kajian  dan  evaluasi  tim  penilai  kelayakan  Desa
persiapan   menjadi   Desa  menyatakan   Desa  persiapan   layak
menjadi  Desa,   Bupati  menyusun   Peraturan  Daerah  tentang
pembentukan Desa.

(7)  Apabila  hasil  kajian  dan  verifikasi  tim  penilai  kelayakan  Desa
persiapan menjadi Desa menyatakan Desa persiapan tidak layak
menjadi  Desa,  maka  Desa  persiapan  dihapus  dan  wilayahnya
dikembalikan ke Desa induk.

(8)  Penghapusan dari pengembalian Desa persiapan ke Desa induk
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (7)    ditetapkan   dengan
Peraturan Bupati.

(9)  Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kajian dan verifikasi
kelayakan Desa peisiapan menjadi Desa diatur dalam Peraturan
Bupati.
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Pasal 18

(1)  Berdasarkan   Peraturan   Paerah   tentang   Pembentukap   Pes.aj
Bupati ~  niengangkat    pegawal    negeri    sipil    di    lingkungan
Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.

(2)  Penjabat  Kepala  Desa  sebagaiinana  dimaksud  pada  ayat  (1)
dilantik bersamaan dengan diresmikannya Desa oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk.

(3)  Penjabat  Kepala  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan
Kepala Desa.

(4)  Penjabat  Kepala  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)
paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara
lain:
a.   menyelenggarakan pemerintahan Desa;
b.   membentuk stmktur organisasi dan tata kelja Pemerintah Desa;
c.   mengangkat perangkat Desa;
d.   memfasilitasi pengisian anggota BPD;
e.   membentuk lembaga kemasyarakatan Desa; dan
f.    memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.

BAD IV
PENGHAPUSAN DESA

Pacal 19

(1)  Penghapusan  Desa  dilakukan  dalam  hal  terdapat  kepentingan
program nasional yang strategis atau karena bencana alam.

(2)  Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menjadi
wewenang Pemerintah pusat.

Pasal 20

(1)  P_emerintah   Daerah   dapat   mengusulkan   penghapusan   Desa
kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan pembahasan.

(2)  Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)  telah  disepakati,  dan  berdasarkan  surat keputusan  Menteri
Dalam   Negeri,   Bupati   menyusun   Peraturan   Daerah   tentang
penghapusan Desa.

BABV
PENcOABUNGAN DESA

Paal 21

( 1)  Pemerintah Daerah dapat memprakarsai penggabungan beberapa
Desa menjadi  1  (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf c.

(2)  Penggabungan   beberapa   Desa   menjadi   1   (satu)   Desa   baru
sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  tanpa  melalui
D_esa persiapan.

(3)  Desa   yang   merupakan   hasil   Penggabungan   beberapa   Desa
menjadi   1   (satu)   Desa   baru   harus   memenuhi   persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.



HH-

Pasal 22
(1)  Pemerintah  Daerah  dalam  melakukan  penggabungan  beberapa

desa wajib  mensosialisasikan  rencana  penggabungan beberapa
desa kepada masyarakat dan Pemerintah Desa yang bergabung.

(2)  Masing-masing  pemerintah  desa  yang  bergabung  sebagaimana
dimakeud   pa-da=   ayat   (1)   memfasilifasi   dan   riempef-siapkan
pelaksanaan musyawarah desa.

(_.3)  BPD  masing-masing  desa  yang  bergabung  menyelenggarakan
musyawarah  desa  untuk  mendapatkan  kesepakatan  mengenai
penggabungan beberapa desa.

(4)  Ke§epakafan   ha§il   ffitisyawi-afari   des-a   §ebaga±ffiafia   difHat-§tld
pada  ayat  (3)  dituangkan  dalam  berita  acara  dan  dilengkapi
dengan notulen musyawarah desa.

(5)  Berita  acara  hasil  musyawarah  desa  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan
beberapa desa dalam bentuk keputusan bersama.

(6)  Keputusan   bersama   sebagairiana   dimaksud   pada   ayat   (5)
ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 23

(1)  Para Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam P-asal 22 ayat (6)
secara   bersama-sama   mengusulkan   penggabungan   beberapa
Desa kepada Bupati melalui Camat dalam satu usulan tertulis
dengan melampirkan keputusan bersama.

(2)  Berdasarkan  usulan  para  Kepala  Desa  sebagaimana dimaksud
pada  ayat   (1)   Bupati   menyusun   Peraturan   Daerah   tentang
penggabungan beberapa Desa.

BAD VI
pERUBAIIAli sTATus DrsA

Efagivn Keedtu
Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan

Paragraf 1
Persyaetan

Paed 24

(1)  Perubahan     status     Desa     menjadi     Kelurahan     dilakukan
berdasarkan  prakarsa  Pemerintah  Desa  bersama  BPD  dengan
memperhatikan pendapat masyarakat.

(2)  Perubahan  status  Desa  menjadi  Kelurahan  haLrus  memenuhi
syarat:
a.   Iuas wilayah tidak berubah;
b.  jumlah penduduk paling sedikit 5.000  (lima ribu) jiwa atau

1.000 (seribu) kepala keluarga;
c.   sarana  dan  prasarana  pemerintahan  yang  memadai  bagi

terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan ;
d.   potensi   ekonomi   berupa  jenis,   jumlah   usaha  jasa   dan

pro_duksi serta keaneka ragapian mata pencahari_an;
e.   kondisi  sosial budaya masyarakat berupa keanekaraganan

status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke
inasya±-al=at industri dan jasa;-

f.    meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
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9.   akses  transportasi  antar  wilayah  dan  komunikasi  sudah
cukup balk;

h..-   kori.disi infr.astrHktur b.er_cirik_ap p_erk_qta=ap;- a_an
i:-bali-a-ri;ia --be-Sa  -palirig  -sedikit   5   (lima)   tahun   semenjak

pembentukan.

Fhragraf 2
Tata Cars Perubahan status Desa menjadi Kelurahan

Pasal 25

(1)  BPD  menyelenggarakan  musyawarah  desa untuk mendapatkan
kesepakatan   masyarakat   desa   terhadap   rencana   perubahan
status desa menjadi Kelurahan.

(2)  Hasil  kesepakatan  musyawarah  desa  dituangkan  dalaln  berita
acara  dan  dilengkapi  notulen  musyawarah,  disampaikan  oleh
K_epal_a D_esa k_epnda Bupati.

Pasal 26

(1)  Bupati  setelah  menerima  hasil  kesepakatan  musyawarah  desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), membentuk tim
untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status
Desa menjadi Kelurahan.

(2)  Ketentuan  mengenai  Tim,   kajian  dan  verifikasi   sebagaimana
_dim_aksud __dalam  Pasal  12  _ayat .(2}  dan  Pas_al  1_3  berlaku  a_e_car_a
mutatis  mutandis  terhadap  perubahan  status  Desa  menjadi
Kelurahan.

Paed 27

(1)  Hasil kajian dan verifikasi tim perubahan  status  Desa menjadi
Kelurahan,    menjadi   bahan   masukan    bagi   Bupati   untuk
menyetujui  atau  menolak  terhadap  usulan  perubahan  status
Desa menjadi Kelurahan.

(2)  Dalam  hal  Bupati  menyetujui  usulan  perubahan  status  Desa
menjedi   K_elurahan,   Eitlpati   menyusun   ran_cangan   Peraturan
Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

I-asian EEedua
Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa

mragraf 1
Persyaratan

Paed 28

(1}  Pemerintah  Da_erah  d_apat mengubah  status  K.elurahari  menj_Sdi
Desa -b€rdasarkan prakarsa masyarakat:

(2)  Perubahan    status    Kelurahan   menjadi    Desa   hanya   dapat
dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih
bersifat perdesaan.
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(3)  Kelurahan   yang   kehidupan   masyarakatnya   masih   bersifat
perdesaan    sebagaimana   dimaksud    pada    ayat    (1)    dengan
karateristik:
a -.-- hand-isi riasyarakat homogen;
b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris

atau nelayain; dan
c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.

(4)  Perubahan  status  Kelurahan  menjadi  Desa  dapat  seluruhnya
menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi
Kelurahan.

(5)  Desa   yang   merupakan   hasil   perubahan   status   Kelurahan
menjadi    Desa   harus   memenuhi    persyaratan    sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5.

Par®2
Tata Cars Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa

Pasal 29

(1)  Lurah     menyelenggarakan     musyawarah     Kelurahan     untuk
mendapatkan   kesepakatan   masyarakat   Kelurahan   terhadap
rencana perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

(2)  Hasil  kesepakatan  musyawarah  Kelurahan  dituangkan  dalaln
berita acara dan dilengkapi notulen musyawarah,  disarnpaikan
oleh Lurah kepada Bupati.

Pasal 30

(1)  Bupati    setelah    menerima    hasil    kesepakatan    musyawarah
Kelurahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  29   ayat  (2),
membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan
perubahan staLtus Kelurahan menjadi Desa.

(2)  Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terkait
syarat p_embentukan Desa sebagaimana .dimaksud dalam Pasal 5.

(3)  Ketentuan  mengenai  Tim,  kajian  dan  verifikasi  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal  12 ayat (2) dan Pasal  13 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap perubahan status Kelurahan menjadi
Desa.

pasal 31

(1)  Hasil  kajian  dan  verifikasi  tim  perubahan  status  Kelurahan
menjadi   Desa  menjadi   bahan   masukan   bagi   Bupati  untuk
menyetujui  atau  menolak  terhadap  usulan  perubahan  status
Kelurahan menjadi Desa.

(2)  Dalam    hal    Bupati    menyetujui   usulan    perubahan    status
Kelurahan menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan
Daerah tentang perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

BAD VII
PENDANEN

Paal 82
Pendanaan   kegiatan  pembentukan,   penghapusan,   pefi-ggabufigan
dan perubahan status Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan  Belanja  Daerah  dan/atau  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Desa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
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BJne VIII
pENaATURADi PEMERINTAIIAN

Bagian Kesatu
Pengaturan Personil

Pasal 33
(1)  Kepala  Desa,  perangkat  Desa,  dan  anggota BPD  yang  Desanya

diinekarkan afau pe=riggabungan bagiari -Desa, tetab mehjalankin
tugas sampai dengan habis masa jabatannya.

(2)-  K_eped_a D.esa _di D_esa in.duk yarig _dim_ekark.art atau per}ggabungan
bagian   Desa   tetap   sebagai   Kepala   Desa   dan   untuk   Desa
persiapan diangkat penjabat Kepala Desa.

(3}  Dalin hal jabatdri Kepala D-esa 16iv-drig sebagai akibat Perigalihari
status sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengangkat
Penjabat Kepala Desa sampai_ dengan telpilihnya Kepala Desa.

(4)  Apabila perangkat Desa berdomisili di Desa persiapan dan Desa
baru, maka mengajukan permohonan kepada Kepala Desa baru
untuk  diterbitkan  Keputusan  Kepala  Desa  tentang  pengalihan
status jabatannya sebagai perangkat Desa di Desa riersiabin dan
Desa b-.

(_5)-  D_adam   hal   jabatan   p.er_angk_at   Desa   I_Qw_Qng   sebagai   _akibat
pengalihan status sebagaimana dirLa-ksud pada ayat (5), Kepala
Desa melakukan pengangkatan perangkat Desa.

(6)  Apabila anggota BP-D berdomisili di di Desa persiapan dan Desa
baru,  maka  mengajukan  permohonan  kepada  Bupati  melalui
Camat   untuk   diterbitkan   Surat   Keputusan   Bupati   tentang
pengalihan  status  jabatannya  sebagai  anggota  BPD  di  Desa
persiapan dan Desa baru.

(7)  Dalam    hal   jabatan   Anggota    BPD    lowong    sebagai    akibat
pengalihan status sebagaimina dimaksud pada ayat (7), Bupati
mengangkat anggota BPD pengganti antarwaktu.

Pasal 35

(1)  Kepala Desa di Desa induk dari beberapa Desa yang bergabung
diberhentikan dan Bupati mengangkat penjabat Kepala De§a.

(2)  Kepala  Desa  dari  Desa yang  dihapus  atau  menjadi  Kelurahan
diberh.entik_an .d_ari Bupati in_engangkat IJur.ah.

(3)  Untuk  Kelurahan  yang  berubah  status  menjadi  Desa,  Bupati
mengangkat penjabat Kepala Desa.

Pasal 36

(1)  Apabila  2  (dua}  Desa  atau  lebih  digabun9kan  menjadi  1  (satu}
Desa atau Desinya dihapus, maka kepala Desa, Perangkat Desa-,
anggota  BPD  dan  anggota  Lembaga  Kemasyarakatan  di  Desa
tersebut   diberhentikan   dengan    hormat   dan   dapat   dib_eri
penghargaan  dan/atau  pesangon  sesuai  dengan  kemampuan
keuangan Daerah.

(2Tj  P-emberhentian dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
dilakukan  setelah  diundangkannya  Peraturan  Daerah  tentang
Penggabungan atau Penghapusan Desa dimaksud.

Fed 37
{1}  K_epala D_es_a,  perangkat D_esa,  .dan anggQta BPD dari  D_es_a yang

diubah   statusnya   menjadi   Kelurahan   diberhentikan   dengan
hormat dari jabatannya.
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(2)  Kepala  Desa,  perangkat  Desa,  dan  anggota  BPD  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  diberi  penghargaan  dan/atau
P9_a_argon _se§H.ai dengan kemampH.an keuangrn Daerah.

(3)  Bupati   melakukan   penri-sian   jabatan   Kepala  -kelinan   dan
Peranghat  Kelurahan  dari  unsur  pegawai  negeri  sipfl  Pemerintah
Dae-fan sesual dengan ketenfuan Periaturali peruHdang-urldangan.

Bagivn Kedua
Pengaturan Aset

Pasal 88
(1)  Aset Desa dari Desa hasil penghapusan atau perubahan status

menjadi  Kelurahan  ditetapkan  menjadi  barang  inventaris  dan
kekayaan milik Pemerintah Daerah.

(2)  Aset   Pemerintah   I}aer_ah   yang  dikelol_a   oleh   K.elurch_an   yang
berubah   status   menjadi   Desa,   ditetapkan   menjadi   barang
inventaris dan aset Desa.

(3)  Serah terima aset D-esa sebagainana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dalarn bentuk penandatanganan berita acara serah terima.

(4)  Ketentuan       mengenal       aset       Desa       dari       Desa       hasfl
pemekaran/penggabungan    baedan    Desa    atau    penggabungan
beberapa bagian Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pertanggungjawhban Pengelolaan keuangan Desa

Paed 39

(1)  Laporan  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  Desa yang
berubah status dari Desa menjadi Kelurahan dilaporkan Kepala
Desa kepada Bupati.

(2)  Laporan    sebagaimana   dimaksud    pada    ayat    (1)    selambat
lambatnya pada saat peresmian perubahan status tersebut.

BABX
KETENTUAN PENUTUP

parfu 4o
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan
paling  lama  6  (enam)  bulan  terhitung  sejak  Peraturan  Daerah  ini
diundangkan.

Pasal 41
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:
a.   Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor  11 Tahun 2004

tentang  Pembentukan,  Penghapusan  dan  Penggabungan  Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2007  Nomor 3
Seri D); dan

b.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sukamara  Nomor 7 Tahun  20i=i
tentang  Pembentukan,  Penghapusan,  Penggabungan  Desa  dan
Perubahan  Status  Desa  menjadi  Kelurahan  (I,embaran  Daerah
Kabupaten    Sukamara   Tahun    2011    Nomor   7,    Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4) ;

die_abut =dan diny.at.akan tidak berl_afu`.
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Pasal 42
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan
Peraturan   Daerah   ini   dengan   penempatannya  dalam   Lembaran
Daerah Kabupaten S-ukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI SUKAMARA,

ttd
VIHDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal  Sl besember 2621
SEKREIARIS DAERAII
KABUPATEH SUKARIARA,

ttd

RENDy I,rsMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SURAMARA TAHUN 2021 NOMOR 3

NOMOR  REGISTER  PERATURAN  DAERAH   RABUPATEN   SURAMARA  PROVINSI
kALiinANinri +EridAri  ir-O`ri`6-k:` 63;isi/202iL =   --------  `  -----   =   --i   ---- I--`-     ~  -

I..,S'`..       `

?:5chLffii=ri`ri:seSual

-:`1.97`508i

dengan aslinya
IAN HUKUM,

TU ORA
2002121004
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PEN.ELASAV

JfrTAS

PERATURAN DAERAII IIABUPATBN SUKAMARA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

in-inijAffi- i>iisA

I.   UMUM
Salah   satu   tujuan   ditetapkannya   pengaturan   Desa   sebagaimana

tercantum  dalam  Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang
Desa   adalah   untuk   meningkatkan   pelayanan   publik   guna   mempercepat
perwujudan kesejahteraan umum. Hal ini selaras dengan tujuan penataan Desa
untuk    mewujridkan    efektivitas    penyelenggaraan     Pemerintahan     Desa,
mempercepat   peningkatan   kesejahteraan   masyarakat   Desa,   mempercepat
peningkatan  kualitas  pelayanan  publik,  meningkatkan  kualitas  tata  kelola
Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa.

Pemerintah    Daerah    dapat    melakukan    penataan    Desa    melalui
pembenfukan,   penggabungan,   penghapusan,   dan   perubahan   status   Desa
berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan  Desa sesuai
dengan   ketentuan   peraturan   perundang-undangan.   Hasil   evaluasi   yang
dilakukan  digunakan  sebagai  landasan  dalam  melakukan  penataan  Desa.
Pengaturan ini diharapkan memberikan kejelasan penataan desa di Kabupaten
Sckamara.

Dalam  Peraturan  Daerah  ini,  jika  dibandingkan  dengan  Peraturan
Daerah sebelumnya, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sukanara Nomor  11
Tahun 2004 tentang Pembentukan, Penghapusarl, dan Penggabungan Desa dan
Peraturan   Daerah   Kabupaten   Sukamara   Nomor   7   Tahun   2011   tentang
Perubahan  Status  menjadi  Kelurahan,  proses  penafaan  Desa  dirumuskan
dalam  klausul  yang  lebih  rinci.   Perubahan  mendasar  yang  diatur  dalam
regulasi ini adalah persyaratan dan mekanisme pembentukan

Desa yang diperketat melalui kajian dan verifikasi oleh Pemerintah Daerah.

11.  PASAI DEMI PASAL

pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)

Yang     dimaksud     dengan     "evaluasi     tingkat     perkembangan
pemerintahan    Desa"   adalah    suatu   upaya   penilaian   tingkat
benyelenggaraan pemerintahan, kewilayahari, darn kemasyarakatan
yang  didasarkan  pada  instrumen  evaluasi  perkembangan  Desa
guna   mengetahui   efektivitas   dan   status   perkembengan   serta
tahapan kemajuan Desa.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cufup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.
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Ayat (6)
Huruf a  angka  3  keputusan  kepala  desa  induk  tentang  usulan
pemekaran desa.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 6
Huruf a

Angka 1
Cukup jelas.

An8ka 2
Berita    acara    hasil    musyawarah    Desa    dalam    rangka
pemekaran Desa, memuat:
a. persetujuan pemekaran Desa;
b. persetujuan mama calon Desa baru;
c.  persetujuan  kesediaan  Dusun  menjadi  cakupan  wilayah

Desa barn; dan
d. persetujuan lokasi pusat pemerintahan Desa baru.

Angka 3
Keputusan  Kepala  Desa  induk  tentang  usulan  pemekaran
Desa, memuat:
1. penetapan usulan mengenai nana calon Desa baru;
2. persetujuan ca]mpan wilayah Desa baru;
3. persetujuan lokasi pusat pemerintahan Desa baru;
4. persetujuan  pelepasan  Dusun  menjadi  cakupan  wilayah

calon Desa baru;
5. persetujuan pemberian bantuan dana untuk mendukung

penyelenggaraan   pemerintahan   Desa  persiapan  untuk
jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut
terhitung sejak peresmian sebagai Desa persiapan;

6. persetujuan  pemberian  dukungan   dana  dalam  rangka
membiayai penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa untuk
pertama kali di Desa baru;

7. persetujuan  memindahkan  personil  di  wilayah  ken.anya
yang akan dipindahkan ke Desa baru; dan

8. Persetujuan    pelepasan    aset    Desa    berupa     sarana
perkantoran  yang  dipergunakan  untuk  penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Desa yang
akan menjadi cakupan wilayah Desa baru.  Adapun aset
lainnya  berupa  tanah  dan/atau  bangunan  yang  bukan
untuk pelayanan publik dapat dilakukan pelepasan hak
dengan ganti rugi atau tukar menukar.

Huruf b
Angka 1

Cukup jelas.
Am8ka 2

Berita    acara    hasil    musyawarah    Desa    dalam    rangka
pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari
Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa, memuat:
1. persetujuan   pembentukan   Desa   melalui   penggabungan

bagian  Desa dari  Desa yang bersanding menjadi  1  (satu)
D_esa;
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2. persetujuan mama calon Desa baru;
3. persetujuan  kesediaan  Dusun  menjadi  cakupan  wilayah

Desa baru; dan
4. persetujuan lokasi pusat pemerintahan Desa.

Angka 3
Keputusan masing-masing Kepala Desa tentang persetujuan
pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari
Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa, memuat:
1. persetujuan nana calon Desa baru;
2. persetujuan cakupan wilayah Desa baru;
3. persetujuan lokasi pusat pemerintahan Desa baru;
4.persetujuan   pelepasan   bagian   Desa   dari   Desa   yang

bersanding menjadi cakupan wilayah calon Desa ban;
5. persetujuan pemberian bantuan dana masing-masing Desa

untuk  mendukung  penyelenggaraan  pemerintahan  Desa
persiapan untuk jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun
berturut-turut  terhitung  sejak  peresmian   sebagai  Desa
persiapan;

6. persetujuan   pemberian   dukungan   dana   masingmasing
Desa dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan
Kepala Desa untuk pertama kali di Desa baru;

7. persetujuan  memindahkan  personil  masing-masing  Desa
yang akan dipindahkan ke Desa yang baru dibentuk; dan

8. Persetujuan   pelepasan   aset   Desa   masing-masing   Desa
berupa   sarana  perkantoran  yang  dipergunakan   untuk
penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan  publik  di
wilayah  Desa yang  akan  menjadi  cakupan  wilayah  Desa
baru.   Adapun   aset   lainnya   berupa   tanah   dan/atau
bangunan  yang  bukan  untuk  pelayanan  publik  dapat
dilakukan  pelepasan  hak  dengan  ganti  rugi  atau  tukar
menukar.

Pasal 7
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Bafas  Desa  adalah  pembatas  wilayah  administrasi  pemerintahan
antar  Desa yang  merupakan  rangkaian  titik-titik  koordinat yang
berada  pada  permukaan  bumi  dapat  berupa  tanda-tanda  alam
seperti  igir/punggung  gunung/pegunungan  (t#atershe®,   median
sungai dan/ atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam
bentuk peta.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.
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Pasal 1 1
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Tim pembentukan Desa Persiapan melakukan kajian dan verifikasi
berupa   verifikasi   administrasi   dan   verifikasi   teknis.   Verifikasi
administrasi  dilakukan  dengan  meneliti  dokumen  terkalt  berita
acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa serta
batas usia minimal Desa induk dan jumlah penduduk minimal.
Verifikasi teknis dilakukan melalui peninjauan lapangan,  untuk:
a.  verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar

wilayah;
b.  verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat

dan  tradisi  di wilayah  calon  Desa  persiapan yang mendukung
penyelenggaraan pemerintahan calon Desa persiapan;

c.  verifikasi  faktual  kondisi  perekonomian,  kondisi  sumber  daya
manusia  dalam  masa  usia  produktif  di  wilayah  calon  Desa
persiapan  yang  memungkinkan  untuk  maju  dan  berkembang
secara layak dengan potensi lokal;

d.  verifikasi   syarat  jumlah   penduduk   Desa   induk   dan   Desa
pemekaran;

e.  verifikasi batas wilayah calon Desa persiapan dalam peta Desa
induk; dan

f.   verifikasi  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  pendukung  bagi
penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik.

Verifikasi  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  pendukung  bagi
penyelenggaraan    pemerintahan    Desa    dan    pelayanan    publik
dilakukan untuk mengecek ketersedian:
a. sarana   perkantoran   tempat   penyelenggarakan   pemerintahan

Desa persiapan;
b. kemudahan  bagi  masyarakat  untuk  mendapatkan  pelayanan

publik.
Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa persiapan yang berasal
dari   unsur   pegawai   negeri   sipil   Pemerintah   Daerah   dengan
persyaratan:
a.  memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
b. mempunyai     pengalaman     di     bidang     pemerintahan    yang

dibuktikan dengan riwayat pekeljaan; dan
c. penilaian   kinelja   pegawai   selama   5   (lima)   tahun   terakhir

sekurang-kurangnya bemilai baik.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
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Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup j.elas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 2 1
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang  dimaksud  dengan  "Mutatis  dan  Mutandis"  adalah  berlaku
Sana.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat ( 1 )

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang  dimaksud  dengan  "Mutatis  dan  Mutandis"  adalah  berlaku
Sama.

Pasal 30
Cutup jelas.

Pasal 3 1
Yang   dimaksud   dengan   "kecuali   ditentukan   lain   oleh   peraturan
perundang-undangan yang berlaku",  apabila terdapat pembiayaan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran
Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   Provinsi   sesuai   dengan   peraturan
perundang-undangan yang mengatumya.
Contoh :
Penghapusan Desa oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan program
nasional yang strategis atau korban bencana alam.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.
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Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 4 1
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAII RABUPATEN SUKAMARA NOMOR 77
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LanpI-
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR  3  TAHUN 2021
TENTANG
PENATAAN DESA

EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA

No Indikator / Sub indikator Ada Tidakada Skor

A PEMERINTAHAN DESA
1 . Pelaksanaan Musyawarah desa
2. Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Desa
3. Penyusunan RPJMDesa
4. Penyusunan RKPDesa
5. Penyusunan APBDesa
6. Keljasama antar Desa
7. Adanya BUMDesa
8. Sarana dan prasarana BPD
9. Partisipasi       BPD       dalam       penyelenggaraan

pemerintahan Desa
10. Kondisi kantor Desa
1 1 . Kondisi perangkat Desa
12. Kondisi SOTK
13. Buku Administrasi Pemerintahan Desa
14. Pefa Desa
15. Peraturan Desa yang diterbitkan setiap tahunnya
16. Peraturan  Kepala  Desa  yang  diterbitkan  setiap

tahunnya
17. Pertanggungjawaban keuangan Desa
18. SOP pelayanan di Desa
19. Tersedianya akses informasi kepada masyarakat
20. Pemanfaatan  tekhnologi  dalam  pelayanan  pada

masyarakat
21. Ketersediaan data profil Desa
22. Pemahaman  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa

terhadap tugas dan fungsi masing-masing
23. Ketersediaan  pendukung  sarana  dan  prasarana

pelayanan masyarakat
24. Penyelenggaraan rapat koordinasi dengan BPD
25.Penyelenggaraan      rapat     koordinasi     dengan

Perangkat Desa
26. Pelayanisasi Pajak Bumi dan Bangunan
27. Kemampuan  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa

dalaln melakukan koordinasi
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No. Sub indikator Ada* Tidakada** Skor

8 PEMBANGUNAN
1.  Kondisi kesejahteraan masyarakat Desa
2.  Alokasi  anggaran   pembangunan   Desa  dalam

APBDesa
3.  Sarana pendidikan
4.  Sarana kesehatan
5.  Akses transportasi antar wilayah
6.  Akses komunikasi
7.  Potensi sumber daya alam
8.  Potensi sumber daya manusia
9.  Keljasama  antar  Desa  dan  Keljasama  dengan

pihak ketiga
10.  Kondisi BUMDesa
1 1 . Jumlah lembaga ekonomi tingkat Desa
12. Adanya  informasi  dan  teknologi  sebagai  akses

masyarakat
13. Adanya pelestarian lingkungan hidup
14. Ketersediaan sarana masyarakat (Pasar Desa)
15. Partsipasi  masyarakat  dalam  mengikuti  wajib

belajar 9 (Sembilan) tahun
16. Ketersediaan sarana air bersih bagi masyarakat

di pemerintahan

C PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1. Partisipasi    masyarakat    dalam    perencanaan

pembangunan Desa
2. Partisipasi    masyarakat    dalam    pelaksanaan

pembangunan Desa
3. Partisipasi    masyarakat    dalam    pengawasan

pembangunan Desa
4. Kontribusi masyarakat dalam
5. pembangunan Desa
6. Partisipasi    masyarakat    dalam    penyelesaian

permasalahan di Desa
7. Adanya    upaya    pelestarian/    kesinambungan

sarana prasarana di Desa oleh masyarakat
8. Partisipasi       masyarakat      dalam       menj aga

ketentraman dan ketertiban umum
D REMASYARAKATAN

1 . I+embaga kemasyarakatan yang ada di Desa
2. I,embaga keagamaan di desa
3. I,embaga sosial budaya masyarakat
4. Lembaga kepemudaan
5. Lembaga   pemerhati   perempuan,    anak   dan

orang miskin



-25-

No Sub indikator Ada* TidakAda* Skor

6.  Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam upaya
peningkatan ke sej ahteraan masyarakat

7.  Partisipasi     lembaga    kemasyarakatan     dalam
penyelesaian permasalahan di Desa

8.  Alokasi        anggaran        pendukung       kegiatan
kemasyarakatan

9.  Partisipasi     lembaga     kemasyarakatan     dalam
mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa

10. Keikutsertaari    kemasyarakatan   dalam   forum-
forum yang ada di Desa

TOTAL SKOR

Keterangan kriteria penilaian :
I    Skor untuk penilaian (ada)*         = 2
I    Skor untuk penilaian (tidak ada)** = 1
Total skor merupakan penjumlahan dari skor.
•   Desa dengan skor paling sedikit 90 dapat melakukan pembentukan Desa   dan

perubahan status menjadi Kelurahan.•   Untuk Desa dengari nilai skor paling banyak 89 dapat melakukan penggabungan
Desa.

BupATI suKAmARA,

ttd

VIHDU SUBAGIO


